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SALINAN

GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 52 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Menimbang

Mengingat

SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAMBI,

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
dan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Jambi, perlu rmenetapkan Peraturan
Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas
dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Jambi dalam Peraturan Gubsrnur;

1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daeran-Daerah Swatantra Tingkat I
Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun
1958 tentang Penetapar Undang-Undang Darurat Nomor
19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Swatantra Tingkat | Sumatera Barat, Jambi dan Riau
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Renublik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tammbahar Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5959);

3. Undang-Undang MNomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Iegara Republik Indonesia Tahun 2011
Nornor 82, Tamtahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor £234);



Menetapkan

4.

2

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tarabahan Lembaran Negara
Republik Indoaesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerash (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tembahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang MNomor 23 Tabun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor £8, Tambahan Lembaran
Negzara Republik [nasnesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomorl 14);

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Jamuvi ( Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun
2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Jambi Nomor 8);

MEMUTUSKAN

PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.
2;

Provinsi adalan Provinsi Jambi.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan
perwakilan rakyat daerah menuruvt asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik [ndonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat
daerah sebhazai unsur  penyelenggara urusan
pemerintahan daerah.

Gubernur adalah Gubernur Jambi.

Sekretaris Drnerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi
Jambi.



Menetapkan
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tarabahan Lembaran Negara
Republik Indoaesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tembahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor £8, Tambahan Lembaran
Negara Republik (nasnesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negura Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor114);

Peraturan Daerah Provinsi Jamhi Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Jambvi ( Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun
2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jambi Nomor 8);

MEMUTUSKAN

PERATURAN GUBERNUR  TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

i
2.

Provinsi adalan Provinsi Jambi.

Pemerintashan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan
perwakiian rakyat daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik [ndonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat
daerah sebazai unsur  penyelenggara urusan
pemerintahan daerah.

Gubernur adalah Gubernur Jambi.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi
Jambi.
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Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat
Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Jambi.

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut
UPTD adaleah unsur pelaksana teknis pada Dinas
Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Lingkungan
Hidup Provinsi Jambi.
Bidang adalah Bidang di lingkungan Dinas Lingkungan
Hidup Provinsi Jambi.

Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Dinas
Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

Seksi adalah Seksi di lingkungan Dinas Lingkungan
Hidup Provinsi Jambi.

Jabatan Struktura; adalah suatu kedudukan yang
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan
hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan
organisasi perangkat daerah meliputi Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama setara eselon Ila dan IIb, Jabatan
Administrator setara eselon Illa dan IlIlb dan Jabatan
Pengawas setara eselon [Va dan [Vb.

Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang
menunjukkan tugas, tenggung jawab wewenang dan
hek seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya
didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan
tertentu serta bersifat manrdiri.

Pegawai Avparatur Sipil Negara vang selanjutnya disebut
sebagai Pegawai ASN adalan Pegawai Negeri Sipil dan
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja yang
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan
diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau
tugas negare lainnya dan digaji berdasarkan peraturan
perundang-undangan .

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutaya disingkat PNS
adalah PNS yang gajinya dibebankan pada APBD
Provinsi.

Pegawai Pe=merintah dengan Perjanjian Kerja yang
selanjutnya uaisingkat PPPK adalah PPPK yang gajinya
dibebankar. pada APBD rovinsi.

Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah keseluruhan
upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas
dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas,
fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi
penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan,
pangkat dan jakatan, pengembangan karir, pola karr,
mutasi, penileian kinerja, tunjangan kinerja,
penghargaan, disiplin, pemberhentian, dan
perlindungan aparatur sipil negara sesuai peraturan

perundang-undangaii yang berlaku.
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(1) Driviae bevada b Bawaly dine bertangging jawab epada
Crabernun melalul selietaris daeialh.

() Dinan diptmpin olsh kepala dinas,

"asal A
Dinaa  Lingkungan  Hidup  Dasrah mempunyal  tugas

melalmanakan  penyvusunan  dan  pelalsanaan  kebijalan
daerah di bidang Hogloungan hidup,

"anal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagalmana dimaksud dalam
Pasal 3, Dinaas Ginglungan Hidup Dacrah menyelenggarakan
npgaf,

A, penyuaunan  dan penetapan  kebijalkan  teknis  di
penyelenggaraan  bidang  Hnghungan  hidup  secara
berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam
dan ekoaistemnya, peningkatan daya dukung daerah
alitan  aunpel,  peningkatan  fungsi  lingkungan,
pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan,
pengendalian  perubahan  iklim, serta penurunan
gangguan, arcaman dan pelanggaran hukum di bidang
lingkungan hidup:

b, pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan bidang
lingkungan  hidup «aecara  berkelamyutan, pengelolaan
konservaal  sumber dJdaya alam  dan ekosistemnya,
peningkatan  daya Jdukung daerah aliran sungai,
peningkatan fungai ingkungan, pengendalian
pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian
perubahan iklim, serta penurunan gangguan, ancaman
dan pelanggaran hulum d' bidang lingkungan hidup;

¢. pengkoordinaal darn Sinkronigasi pelaksanaan kebijakan
di bidang tata lingkungan, pengendalian pencemaran dan
pengendalian kerusakan lingkungan serta pengelolaan
sampah, bahan berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah
bahan berbahaya dan  beracun (LB3); pengelolaan
keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim,
pengendelian kerusakan pada hutan, lahan, ekosistem
perpiran  darat, ekosistem pesisir  dan  laut  serta
kerusakan ekosiatem gambut;

d. pemantauan,pengawasan dan pembinaan pengendalian
pencemaran dan pengendalian  kerusakan lingkungan
serta pengelolaan  sampah, bahan berbahaya dan
beracun, limbah  bahan berbahaya dan  beracun,
pengelolann  %eanekaragaman  havati,  pengendalian
perubahan iklim, pengendalian kerusakan pada  hutan,
lahan, ekosistem perairan darat, ekosistem pesisir dan

laut serta kernsakan ekosiatem gambut;
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e. pengkoordinasian dan Sinkronisasi program Kkegiatan
pada sekretariat, bidang dan kelompok jabatan
fungsional serta UPTD;

f. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan bidang
lingkungan hidup;

g. pengoordinasian dar sinkronisasi pelaksanaan kebiiakan
di bidang lingl:ungan hidup;

h. penyajian data dan informasi kualitas lingkungan serta
penaatan hukum lingkungan dan pemberdayaan
masyarakat;

i pelaksanaan bimbingan teknis, pelaksanaan penyuiuhan
dan pengembangan sumber daya manusia serta
pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah
di daerah bidang lingkungan hidup;

j. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi
tanggung jawab dinas lingkungan hidup provinsi
jambi;dan

k. pelaksanaan tugas lein yang diberikan Gubernur sesuai
dengan tugas dan fungsinya

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

-Pasal 5

(1) Susunan organisasi dinas terdiri dari

a. kepala;

b. sekretariat, terdiri dan :
1. subbagian umum den kepegawaian; dan
2. subbagian program dan keuangan ;

c. bidang tata lingkungan, terdiri dari:
1. seksi inventarisasi lingkungan hidup;
2. seksi perubahan iklim dan perencanazn ekonomi
lingkungan; dan
3. seksi kajian dampak lingkungan.

d. bidang pengendaiien pencemaran dan kerusakan
lingkungan, terdin dari:
1. seksi pengendalian pencemaran;
2. seksi pengendalian kerusakan; can
3. seksi pengelolaan sampah, B3 dan limbah B3;

e. bidang penaatan hngkuirgan, terdiri dari:
1. seksi pengaduin;
2. seksi pengawasen; dan
3. seksi penegakan hukum lingkungan;



f. unit pelayanan teknis dinas (UPTD); dan
g. Kelompok jabatan fungsional.

(2) Sekretaniat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

(3) Masing-masing bidang dipimpin oleh kepala bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala
dinas.

(4) Masing-masing subbagian dipimpin oleh seorang kepala
subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada sekretaris.

(5) Masing-masing seksi dipirapin oleh seorang kepala seksi
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
kepala seksi.

Bagian Kedua
Tugas Dan Fungsi
Paragraf 1

Sekretariat
Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka
melaksanakan penyusunan rencana program pengelolaan
urusan tata usaha, tata laksana keuangan, kepegawaian,
data dan informasi dan pengelolaan barang milik Daerah
pada lingkup dinas lingkungan hidup daerah.

Pasal 7

Ur.tuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. pengkoordinasi kegiatan dinas lingkungan hidup provinsi
jambi;

b. pengkoordinasi dan penyusunan rencana, program dan
anggaran diras lingkungan hidup provinsi jambi;

c. pembinaan, pengelolaan dan pemberian dukungan
administrasi vang meliputi tatausahaan, kepegawaian,
keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi
dinas lingkungan hidup daerah provinsi jambi;

d. pengelolaan barang milik /kekayaan dazrah dan layanan
pengadaan barang /jasa pemerintah daerah;

e pengelolaan pemberitaan, publikasi, hubungan
masyarakat sorte penyajian dan pelayanan informasi
publik;dan

f pelaksanaan {ungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.



Pasal 8

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
membantu sekretanat dalam rangka melaksanakan urusan
pengelolaan ketatausahaan,kepegawaian, kerumahtanggaan,
urusan tata usaha, rumah tangga, pengelolaan barang milik
daerah, arsip, data, dokumentasi dan publikasi serta
pelayanan informasi publik pada dinas lingkungan hidup
daerah provinsi jambi.

Pasal ©

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8, Sutbagian Umum dan  Kepegawaian
menyvelenggarakan fungsi:

a. penyusunan regulasi dalam perencanaan, pengembangan
dan pengelolaan pegawai serta kelembagaan dinas;

b. pelaksanaan fasilitas. dalam pembinaan, pengembangan
dan pengelolaan pegawai serta kelembagaan dinas;

c. pelaksanaan admunistrasi dalam pengelolaan
kepegawaian dan administrasi umum meliputi surat
menyurat, penyiapan arsip dan cokumentasi dinas
lingkungan hidup;

d. penyiapan penetapan pembinaan dan pengelolaan
kepegawaian dinas lingkurgan hidup

e. pengelolaan barang milik / kekayaan daerah dan layanan
per.gadaan barang / jasa pemerintah daerah

f. pelaksanaan pengelolaan urusan rumah tangga,
peralatan dan perlengkapan;

g. pengelolaan pemberitaan, publikasi, hubungan
masyarakat serta penyajian dan pelayanan informasi
publik serta pemeliharaan jaringan data;

h. penyusunan nstrumen analisis jabatan dan analisis
beban kerja;

i. pelaksanaan teknis peningkatan kapasitas
pengembangan jabatan fungsional ;dan

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas
membantu sekretariat dalam rangka menyiapkan dan
menyusun anggaran seérta melakukan penyusunan program
bidang lingkungan hidup, melakukan monitoring dan
evaluasi terhadap pelaksanaar  kegiatan  program,
pengelolaan administrasi keuangan,



Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimani dimaksud dalam
Fasal 10, Subbagian Program dan Reuangan
menvelenggarakan rungsi:

a. pelaksanaan peagkcordinasian, penyusunan, penyiapan
dan pengelolaan bahan rencana, program dan anggaran
dinas lingkungan hidup provinsi jambi;

b. pelaksanaan adminstrasi, keuangan, perjalanan dinas
dan pengelolaan kas serta gaji pegawai:

c. pelaksanaen sistem akuntasi dan penyusunan laporan
keuangan;

d. pelaksanaan verifikasi bukti-bukti pengelolaan untuk
pertangguug jawaban keuangan;

e penyiapan bahan penyusunan rencana, program kerja
dan anggaran biaya;

f. pengadaan monitoring dan evaluasi terhadap
pelaksanaar program kegiatan;

pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan;

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

Vo

Paragraf 2
Bidang Tata Lingkungan
Pasal 12

Bidang Tata Lingkungan miempunyai tugas membantu Dinas
dalam rangka menyiapkan tahan rumusan kebijakan teknis
dan koordinasi pelaksanaan dibidang inventarisasi
lingkungan hidup, KIHS dan perencanaan ekonomi
lingkungan dan kajian dampak lingkungan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12, Bidang Tata Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

a. pernyusunan bahan program / kegiatan koordinasi.
fasilitasi, pembinaan teknis, inventarisasi lingkungan
hidup, pengelolaan keanekaragaman havati, KLHS dan

perencanaan ekonomi lingkungan dan kajian dampak
lingkungan,
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h. pelaksanaan perencanaan perlindungan dibidang tata
lingkungan meliput. penyusunan RPPLHD, evaluasi
pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam,
evaluasi pengembangan perangkat kebijakan, evaluasi
penerapan perencanaan lingkungan, rumusan kebijakan
KLHS, DDDT, ekonomi lingkungan, pengembangan dan
pengkajian dampak lingkungan, audit lingkungan dan
penetapan masyarakat hukum adat serta kearifan lokal
dan kajian dampak lingkungan,;

c. pengevaluasi pelaksanaan perencanaan perlindungan
dibidang tate lingkungan meliputi penyusunan RPPLHD,
evaluasi pemanfaatan dan pencadangan sumber daya
alam, evaluasi pengembangan perangkat kebijakan,
evaluasi pererapan perencanaan lingkungan, rumusan
kebijjakan  KLHS, DDDT, ekonomi  lingkungan,
pengembangan dan pengkajian dampak lingkungan.
audit lingkungan dan penetapan masyarakat hukum adat
serta kearifan lokal;

d. pelaksanaan fungsi teknis perlindungan dan pengelolaan
di bidang konservasi iingkungan meliputi, pengembangan
perangkat mitigasi perubahan iklim, pelaksanaan
inventarisasi emisi gas rumah kaca atau aksi daerah gas
rumah kaca (RAD GRK), penetapan status dan tingkat
emisi gas rumah kaca, pengendalian bahan perusak
ozon;

e. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang tata
lingkungan;dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

Seksi Inventarisasi Lingkungan Hidup mempunyai tugas
membantu Bidang dalam rangka melaksanakan inventarisasi
daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan
lingkungan hidup, ekoregion dan rencana perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH).

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14, Seksi Inventarisasi Lingkungan Hidup
menyelenggarakan fungsi

a. pelaksanaan inventansasi dan perhitungan daya dukung
dan daya tampung lingriungan;

b. pelaksanaan analisa rencana perlindungan dan
peng:lolaan lingkungan hidup (RPPLH) dan daya dukung
daya tampung (DDDT) lingkungan;

¢. pelaksanaan analisis dan kajian ckoregion ekosistem
provinsi jambi;
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d. pelaksanaan persiapan penyusunan analisa kajian
lingkunigan hidup strategis (KL.HS); dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

Seksi Perubahan Iklim dan Perencanaan Ekonomi
Lingkungan mempunyai tugas membantu bidang Qm_mi
rangka menyusun dar - menganalisa bahan ekonomi
lingkungan dan perubahan iklim.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Qm_mﬂ
Pasal 16, Seksi Perubahan lklim dan Perencanaan Ekonomi
Lingkungan menyelenggzarakan fungsi :

a. penginventarisir dan menganalisa teknik dan pendekatan
dalam memperkirakan nilai dampak lingkungan untuk
konsep kuantifikasi nilai lingkungan;

b. penyusunan PDRB hijau dan anggaran berbasis
lingkungan;

c. penyusunan mniekanisme kompensasi / imbal jasa
lingkungan hidup;

d. pelaksanaan bimtek valuasi ekonomi lingkungan,

e. pelaksanaan pengembangan perangkat ekonomi
lingkungan,;

f. pelaksanaan fungsi teknis perlindungan dan pengelolaan
di bidang zonsecrvasi lingkungan meliputi, pengembangan
perangkat mitigasi perubahan iklim, pelaksanaan
inventarisasi emisi gas rumah kaca atau aksi daerah gas
rumah kaca (RAD GRK), penetapan status dan tingkat
emisi gas rumeah kaca, dan bahan perusak ozon;

g. pelaksanaan analisis dan kajian ekoregion ekosistem dan
keanekaragaman hayati provinsi jambi;

h. pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan di bidang
lingkungan hidug (kalpateru, adiwiyata);dan

i. pelaksanaan tungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

Seksi  Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas
membantu bidang dalam rangka menyiapkan bahan
rumusan kebijakin dan koordinasi pelaksanaan kebijakan
dibidang kajian dampak lingkungan dan penetapan
masyarakat hukum adat serta kearifan lokal.
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Pasa: 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18, Seksi Kajian Dampak Lingkungan
menyelenggarekan fungsi

a. periyylapan bahan perumusan kebijakan dan bahan
koordinasi dibidang péenyusunan rencana penataan
lingkungan;

b. pelaksanaan penilaian dokumen amdal, analisis resiko
lingkungan hidup dan-audit lingkungan;

c. pelaksanaan pemeriksaan dokumen UKL-UPL lintas
kabupaten/kota;

d. pelaksanaan verifikasi kondisi lapangan lokasi rencana
kegiatan;

e. pengevaluasian pemanfaatan dan pencadangan sumber
daya alam, evaluasi pemanfaatan pencadangan sumber
daya alam, evaluasi perangkat kebijakan, evaluasi
penerapan pereucanaan lingkungan, pengembangan dan
pengkajian dampak lingkung dan audit lingkungan;

f. pembinaan teknis dalam rangka implementasi izin
lingkungan /RKL-RPL;

g. pembinaan teknis terl:adap kinerja instansi lingkungan
hidup dalam pemeriksaan UKL-UPL dan kinerja komisi
penilai amdal kabupaten/kota;

h. pelaksanaan veritikasi terhadap permohonan
rekomendasi lisensi komisi penilai AMDAL kab/kota;

i. penetapan masyarakat hukum adat dan kearifan lokal
serta melaksanakan bimbingan teknis dan peningkatan
kapasitas dan promosi masyarakat hukum adat; dan

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan
Lingkungan
Pasal 20
Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

Lingkungan mempunyai tugas membantu Dinas dalam
rangka merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang
pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan serta
pengelolaan sampah, B3 dan limbah B3.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
vmmm_ 20, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan menyelenggarakan fungsi

a. penyusanan bahan program/kegiatan koordinasi,
fasilitasi,pembinaan  teknis  bidang  pengendalian
pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengelolaan
sampah, B3 dan limbah B3;



b pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan
hngkungan secta pengelolaan sampah, B3 dan limbah
ny,

¢ pengevaluasian pengendalian pencemaran dan kerusakan
lnghungan serta peoagelolaan sampah, B3 dan limbah
ENH

d. pelaksanaan  pemberdayaan masyarakat  di  bidang
pengendalian pencemaran dan kerusagan lingkungan;

e. Pelaksanaan lungai teknis di  bidang pengendalian
kerusakan lingkungan, pengendalian  pencemaran
lingkungan, serta pengelolaan persampahan;dan

{. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesual dengan bidang tugasnya,

Pasal 22

Seksi  Pengendalian  Pencemaran mempunyai  tugas
membantu bidang dalam rangka menyiapkan bahan
perumusan kebjjakan dan keordinasi pelaksanaan di bidang
pengendalian pencemaran lingkungan.,

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 22, Seksi Pengendalian Pencemaran menyelenggarakan

fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan di
bidang pengendalian pencemaran lingkungan;

b. penyiapan bahan perumusan penetapan baku mutu
limbah cair provinsi jambi:

¢. pelaksanaan pembinaan teknis pengelolaan limbah cair,
limbah padat, emisi dan kualitas udara ambient yang
bersumber dari kegiatan atau usaha;

d. pelaksanaan pengelolaar. kualitas udara ambient dan
emisi provins® jambi;
e. pelaksanaan analisis dan evaluasi terhadap hasil

pemantauan limbah cair, limbah padat, emisi dan
kualitas udera ambient;

f. pelaksanaan fungsi teknis pengendalian pencemaran
lingkungan melalui pemantauan kualitas lingkungan;

g penyusunan laporan tahunan tentanz tingkat
pencemaran lingkungan provinsi jamb’; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

mm.ri Pengendalian Kerusakan memounyai tugas membantu
cim.:m dalam rangka melaksanakan penyiapan perumusan
kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang

pengendalian kerusakan hingkungan.
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